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Tinjauan Kritik terhadap Positivisme
Hukum

Memahami anti-positivisme (hukum)
Kritik Sociological Jurisprudence dan
Realistic Jurisprudence 
Kritik Marx terhadap positivisme hukum
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Soal sudut pandang……
Apakah yang 
disebut gajah, 
dalam gambar
tersebut?
Mengapa terjadi
perbedaan
pemaknaan
atas gajah?
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Anti-Positivisme
Dalam Ilmu Sosial
Symbolism

(Inter)actional
Meanings
As-Ought-To-Be
Subjective Intention
Individuality

Dalam Jurisprudence 
Critical Realism

Contractual
Individual Meanings
Interpretative
Contingency
Commitments
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Positivisme vs. Anti-Positivisme
dalam Jurisprudence

The Positivists

Behavioral Control
Ius Constitutum
“As-It-Is”
Rational Causality
Rule of Law

(ETATISM!)

The AntiPositivists

Contractual
Individual Meanings
Interpretative
Contingency
Commitments

(POPULISM!)
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Kritik terhadap ‘cause-effect’
Klaim kaum yuris positivis mengenai teraplikasikannya hukum
kausalitas dalam pengupayaan tertib kehidupan bermasyarakat dan
bernegara bangsa, namun nyatalah kemudian bahwa kausalitas di
dalam kehidupan manusia itu bukanlah kausalitas yang 
berkeniscayaan tinggi. 
Keniscayaan dalam hubungan sebab-akibat sebagaimana teramati
dalam kehidupan manusia bukanlah hubungan kausalitas yang 
boleh dibilang berprobabilitas nihil sebagai nomos-nomos alias 
hukum alam.  
Hubungan-hubungan kausalitas itu dihukumkan atau dipositifkan
sebagai norma, dan tidak pernah bisa dideskripsikan sebagai
nomos.  Maka, berbeda dengan nomos, norma hanya bisa
bertahan atau dipertahankan sebagai realitas kausalitas manakala
ditunjang oleh kekuatan struktural yang dirumuskan dalam bentuk
ancaman-ancaman sanksi penggentar. 
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Variabel empirik yang mempengaruhi
hukum

Marx, Durkheim dan Weber tidak dalam konsepnya
sebagai teks-teks normatif yang positif melainkan sebagai
konsepnya sebagai variabel empirik yang eksis dan berfungsi
(atau kehilangan fungsi?) dalam konteks-konteks yang juga
dikuasai oleh proses-proses kausalitas menurut konsep
positivisme. 

Di sini orang juga bisa memunculkan permasalahan serius, 
ialah tatkala orang mulai mencoba mengidentifikasi: siapa
yang memperoleh kesempatan paling mendahulu untuk
mendayagunakan hukum sebagai alat kontrol, dan
mendayagunakannya untuk kepentingan apa/siapa?
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Kritik Marx terhadap
Positivisme Hukum

Proses-proses hukum itu pada hakikatnya adalah proses-proses
dialektik yang penuh konflik. Konflik antara suatu kepentingan dan
kepentingan lain yang berposisi sebagai antitetiknya.  
Hukum dicurigai sebagai norma yang dipositifkan (oleh siapa?) 
demi terlindunginya suatu kepentingan tertentu (dari siapa?) atau
demi termenangkannya konflik tertentu (oleh siapa?).  
Menjelaskan “siapa” ini? Tentulah mereka yang dalam konstelasi
sosial-politik berposisi sebagai bagian dari kelas kuat yang 
berdominasi dan berhegemoni.  
Maka sejak awal diduga bahwa di sini hukum akan lebih
berkemungkinan tergenggam di tangan para elit dari kelas kuat ini, 
dan mereka inilah yang akan lebih berkemampuan
mendayagunakan hukum formal untuk memenangkan konflik
kepentingan. 
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Relevansi Kritik terhadap Positivisme
(1)

Kehidupan masyarakat telah terlanjur terstruktur secara amat
hierarkis dan didominasi oleh elit-elit korup (penguasa feodal, 
birokrat, kapitalis-borjuis, dll.), menyajikan hukum tak lagi
dalam wujudnya sebagai refleksi nilai keadilan atau asas
kepatutan.  

Maka hukum ini tak hanya telah berubah bentuk dalam wujud
norma-norma constitutum yang positif-formal dan rasional, 
ialah telah menjadi lege atau lex dan tidak lagi bisa bertahan
ius, melainkan lebih jauh lagi ia ini telah berubah secara
struktural maupun fungsional sebagai alat pembenar
eksploitasi yang vulgar, dengan mereka yang terdudukkan
sebagai kawula-kawula papa yang telah dan akan tetap
menjadi korbannya. 
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Relevansi Kritik terhadap Positivisme
(2)

Pembuat putusan-putusan hukum, semisal hakim, tak lagi
dikukuhi dalam konsep menurut paradigma lamanya yang 
positivistik, ialah cuma sebagai ‘mulut yang sebatas
berkemampuan untuk mengucapkan bunyi undang-undang’. 

Konteks yang nyatanya amat lebih kompleks daripada apa
yang pernah dirumuskan dalam norma-norma hukum
perundang-undangan.  Kini mulai banyak disadari dan diakui
bahwa law is not (always) society.  Law is in society, most of 
all it exists in a plural and complex society. 
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Kritik terhadap formalisme dan deduktif
mekanistik dalam ilmu hukum

Roscou Pond: “…mari kita tidak jadi biarawan hukum, yang 
hanya menikmati atmospir kemurnian hukum dengan
memisahkan hukum dari kehidupan keseharian dan elemen
kemanusiaan”.

Hukum yang dituliskan (law in abstracto) tidak selalu sama
dengan hukum dalam praktek (law in concreto). Hukum
dalam prakteknya sangat dipengaruhi oleh faktor-faktor di
luar hukum (extra-legal factors)
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